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ABSTRAK 

 

Indonesia dihadakan dengan banyak nya masalah terkait aspek ekonomi 

akibat Covid-19, sejak Februari 2020 pertumbuhan perekonomian mengalami 

penurunan drastis menyebabkan para pelaku usaha berada dalam kondisi krisis 

keuangan, sehingga sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Salah 

satu yaitu dalam mempertahankan jumlah karyawan akan membebani keuangan 

perusahaan, Hal tersebut membuat perusahaan diharuskan mengeluarkan anggaran 

cukup besar apabila menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 

karyawan. Maka dari itu Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

langkah yang baik dalam mengatasi pemutusan hubungan kerja/merumahkan 

karyawan tanpa melanggar aturan dari Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja serta bagaimana peran pemerintah dalam melindungi karyawan yang 

sudah di PHK. Metode pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Yuridis Normatif dengan mengutamakan data sekunder seperti Undang-

Undang No. 11 Tahun 2020 dengan jenis penelitian Hukum Empris. Hasil peneltian 

menunjukkan perusahaan perlu melakukan rasionalisasi dengan mengurangi 

jumlah karyawan selama masa pandemi masih berlangsung dengan menyarankan 

agar pemerintah dapat mengusahakan bantuan Kartu Prakerja tepat sasaran. Dan 

apabila kondisi pemulihan ekonomi mulai kembali normal maka disarankan para 

pelaku usaha agar dapat kembali melakukan recruitmen dengan memprioritaskan 

tenaga kerja yang sebelummnya terdampak Covid-19 dapat bekerjan dan 

beraktivitas Kembali.  

Kata Kunci: Coivd-19,PHK,Dirumahkan,Force Majeure,Ketenagakerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 

 

ABSTRACK 

Indonesia is faced with many problems related to economic aspects due to 

Covid-19, since February 2020 economic growth has experienced a drastic decline 

causing business actors to be in a state of financial crisis, thus greatly influencing 

decision making. One of them is that maintaining the number of employees will 

burden the company's finances, this makes the company required to spend a large 

enough budget to avoid termination of employment (PHK) for employees. 

Therefore, the purpose of this study is to find out how to take good steps in 

overcoming termination of employment/lay off employees without violating the 

rules of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and how the role of the 

government in protecting employees who have been laid off. The approach method 

used in this research is the normative juridical method by prioritizing secondary 

data such as Law no. 11 of 2020 with the type of empirical law research. The results 

show that companies need to rationalize by reducing the number of employees 

during the pandemic by suggesting that the government can seek Pre-Employment 

Card assistance on target. And if economic recovery conditions begin to return to 

normal, it is recommended that business actors return to recruiting by prioritizing 

workers who were previously affected by Covid-19 to work and return to their 

activities. 

Keywords: Coivd-19, Layoffs, Dismissed, Force Majeure, Employment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia diatur didalam UU No.13 Tahun 

2003 Jo UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hukum Ketenagakerjaan 

merupakan suatu bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang segala hal 

yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama,dan 

sesudah kerja. Didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  

menyebutkan bahwa: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha 

dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah dan perintah.” Dari pengertian hubungan kerja tersebut dapat  

disimpulkan bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum yang 

lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan 

pengusaha. 1Salah satu bentuk hubungan hukum yang timbul dalam suatu 

perjanjian kerja adalah sistem pengupahan antara perusahaan dengan pekerja. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Menyebutkan, “Upah adalah hak 

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau 

 
1 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 63. 
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peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan.”2 

Seperti yang kita ketahui pada awal tahun 2020 infeksi 2019-nCOV 

menjadi masalah Kesehatan dunia terutama Indonesia sendiri terdampak virus 

covid19 ini sehingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Peratura 

Pemerintahl Nomor 21l Tahun 2020l tentang Pembatasanl Sosial lBerskala Besarl 

(PSBB). Akibatl adanya lPSBB, proses lproduksi, lpariwisata, lperhotelan, 

maskapai penerbanganl dan lainl sebagainya lmendapatkan kerugianl yang 

lsangat lsignifikan.3 Di masa pandemi ini hal utama yang sangat sering 

membebankan sejumlah pekerja atau buruh merupakan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). Benar, penataan menyangkut PHK telah dicantumkan di dalam 

UU Ketenagakerjaan namun Langkahl pemutusanl hubunganl kerja menjadil 

jalan yangl digunakan pengusahal untuk lmenghindari kerugianl yang 

lsignifikan.4 Kementerianl Ketenagakerjaan mencatat l hingga l31 Juli l2020, 

angka pemutusanl hubungan kerjal ataupun ldirumahkan mencapail 3,5l juta 

llebih.5 Padahal upayal kebijakan newl normal ltelah dilakukanl oleh pemerintahl 

 
2. Lanov. (2020). perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dirumahkan dan di PHK akibat 

dampak Covid-19. Skripsi. Retrieved from https://kuansing.go.id/id/infografis.html 

3 Anwar, M. (2020). Dilema PHK dan Potong Gaji Pekerja Di Tengah Covid-19. ’Adalah : Buletin 

Hukum & Keadilan, 4(1), 173– 178. https://doi.org/10.15408/adalah.v4 i1.15752  

4 Juaningsih, I. N. (2020). Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-

19 di Indonesia. ’Adalah : Buletin Hukum & Keadilan, 4(1), 189– 196. 

https://doi.org/10.15408/adalah.v4 i1.15764  

5 CNN Indonesia. (2020b). Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Akibat Corona Capai 3,05 Juta. 

Retrieved August 21, 2020, from 

https://kuansing.go.id/id/infografis.html
https://doi.org/10.15408/adalah.v4%20i1.15752
https://doi.org/10.15408/adalah.v4%20i1.15764
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agar masyarakatl dapat bekerjal seperti lsemula denganl memperhatikan protokoll 

Kesehatan.6 lNamun, kebijakan lnew lnormal, masihl belum bisal 

memberhentikan pemutusanl hubungan kerjal secara lmassal dil Indonesia. 

Melihatl meningkatnya jumlahl korban pemecatanl hubunganl kerjal secara 

sepihakl di tengahl pandemi lCOVID-19 perlul adanyal lperlindungan, keadilan, 

danl kepastian hukuml yang jelasl bagi lburuh ldan ltenaga lkerja. 

Pemutusanl Hubungan Kerjal (PHK) merupakanl suatu hall yang lsangat 

ditakutil oleh lkaryawan. Hal inil dikarenakan carutl marutnya lkondisi 

perekonomianl yang berdampakl pada banyakl perusahaan yangl harus lgulung  

ltikar, dan tentul saja berdampakl pada pemutusanl hubungan lkerja lyang 

dilakukanl secara sepihakl oleh lpengusaha.7 Untuk melindungil hak lpara pekerjal 

akibat PHKl tersebut, Pemerintahl sebagai salahl satu unsurl dalaml 

melaksanakanl hubungan industriall telah memberikanl jaminan lperlindungan 

hukuml bagi pekerjal yang diputusl hubungan kerjanyal oleh lpengusaha 

sebagaimanal diatur dalaml Bab XIIl tepatnya padal Pasal l150-172 lUndang-

Undangl Nomor 13l Tahun 2003l Jo lUndang-Undang lNo.11 Tahunl 2020l 

Tentangl Cipta lKerja, UU Ketenagakerjaanl tidak hanyal mengatur lmengenai 

pelaksanaanl hubungan industriall sejak akanl terbentuknya lhubungan 

 
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200720114203-92- 526610/pekerja-

dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-corona-capai 305-juta  

6 Tuwu, D. (2020). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI 

COVID-19. Journal Publicuho, 3(2), 267–278. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2. 12535  

7 Maringan, Nikodemus, (2015), Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 3, Nomor 3, hlm. 2 

https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2
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lindustrial, melainkan mengatur l pula mengenail berakhirnya lhubungan 

lindustrial. yangl dibangun antaral pekerja ldengan lpengusaha.8  lSedangkan 

dalaml Undang-Undangl Nomor 11l Tahun 2020l tentang Ciptal Kerjal 

mengurangil perlindungan yangl diberikan karenal pada Pasall 151 ayatl (2) 

menjelaskanl dalam hall PHK tidakl dapat ldihindari, maksud danl alasan lPHK 

diberitahukanl oleh pengusahal kepada lpekerja/buruh, ayatl (3) menjelaskanl 

dalaml hal lpekerja/buruh telahl diberitahu danl menolak lPHK, penyelesaianl 

PHKl wajib dilakukanl melalui perundinganl bipartit antaral pengusaha ldengan 

lpekerja/buruh, danl ayatl (4) menjelaskanl dalam hall perundingan lbipartit tidakl 

mendapatkan lkesepakatan, PHK dilakukanl melalui tahapl berikutnyal sesuail 

dengan mekanismel penyelesaian perselisihanl hubungan lindustrial. 

lUndang-Undang Nomorl 11 Tahunl 2020  tentangl Cipta Kerjal juga 

menyebutkan dimanal pengusaha ataul perusahaan dapatl melakukan lPHK 

denganl berbagai alasanl yang tidakl objektif sehinggal lebih lmemberikan 

kemudahanl bagi pengusahal melakukan PHKl (Pemutusanl Hubungan lKerja).9 

Akan tetapi. Terjadinya l pemutusan hubunganl kerja yangl disebabkanl 

olehl wabah lCOVID-19 menimbulkanl permasalahan lbaru. Permasalahan lbaru 

yangl timbul adalahl apakah diperbolehkanl sebuah perusahaanl melakukanl PHKl 

terhadap pekerjanyal dengan alasanl adanya lpandemi lCOVID-19 lini, sepertil 

 
8 Yusuf Randi,Pandemi corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh 

Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.Jurnal Fakultas Hukum 

Universitas padjajaran, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Halaman 119-136 

9 Rudi Febrianto Wibowo dan Ratna Herawati, "Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak", JurnallPembangunan Hukum 

Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021, 

hlm.110 
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yang dapatl kita ketahuil bahwa saatl ini perusahaanl di lIndonesia kebanyakanl 

melakukan PHKl terhadap lpekerjanya, padahal ldalam lUU Ketenagakerjaanl 

sendiri mengaturl bahwa PHKl dapat ldilakukan loleh perusahaanl jika 

perusahaanl itu mengalamil kerugian selamal dua ltahun lberturut-turut, danl 

karena kesalahanl dari pekerjanyal sendiri, lsedangkan lPHK akibatl pandemi inil 

sendiri dapatl dikatakan bahwal PHK yangl dilakukan ltanpa adanyal kesalahan 

daril Pekerjanya lsendiri.  

Berdasarkanl latar belakangl yang telahl diuraikan dil atas,makal penulis 

tertarikl untuk menelitil dan mengkajil Pemutusanl Hubunganl lKerja lyang 

dilakukanl perusahaanl ditengah pandemic Covidl 19 dalam sebuah bentuk 

Skripsi dengan Judul “Pemutus Hubungan Kerja (PHK) Akibat Pandemi 

Covid-19 Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Jo UU No.11 Tahun 2020 

Tentang UU Cipta Kerja (Studi Kasus PT. GLOBAL SKY AVIASI 

Kendari,Sulawesi Tenggara)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pandemic Covid-19 ini dapat dijadikan sebagai alasan pemutusan 

hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja yang dilakukan perusahaan PT. 

Global Sky Aviasi Kendari, Sulawesi Tenggara? 

2. Bagaimanakah pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat lCovid-19 

berdasarkan UUl No 13l Tahun 2003l Jo UUl No.11l tahun l2020 ltentang Ciptal 

Kerjal oleh perusahaanl PT Global Sky Aviasi Kendari, Sulawesi Tenggara? 
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3. Apa peran pemerintah dalam melindungi pekerja yang di PHK yang 

dilakukan oleh perusahaan PT Global Sky Aviasi Kendari,Sulawei 

Tenggara? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk:  

1. Untuk mengetahui apakah dengan adanya pandemi Covid-19 dapat 

dijadikan alasan dalam melakukan Pemutus hubungan kerja(PHK) oleh 

perusahaan PT Global Sky Aviasi Kendari,Sulawesi Tenggara. 

2. Untuk mengetahui pemutusan hubungan (PHK) akibat pandemic 

lCovid-19l berdasarkan UUl No.13l Tahun 2003l Jo UUl No.11l Tahunl 

2020l tentang lCipta lKerja. Oleh Perusahaanl PT Global Sky Aviasi 

Kendari, Sulawesi Tenggara. 

3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melindungi pekerja yang di 

PHK secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan PT Global Sky 

Aviasi Kendari, Sulawesi Tenggara. 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang sudah penulis terangkan diatas, penulis 

berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, 

Adapun manfaatnya lantara llain: 
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1. lManfaat lAkademik  

Penelitianl ini dilakukanl untuk memenuhil salah satul syarat lguna 

mencapail studi Stratal Satul (S1) padal Jurusan Ilmul Hukum, lFakultas, 

lHukum, Universitasl Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Manfaat Teoritisl  

Daril penelitian inil diharapkan dapatl memberikan manfaatl dan ldapat 

dipergunakanl sebagai bahanl pertimbangan untukl diterapkan lsecara 

umuml dalam pengambilanl kebijakan pelaksanaanl hukuml 

ketenagakerjaanl terutama dalaml perlindunganl hukum lterhadap pekerja 

yangl dirumahkan danl di PHKl akibat ldampak lCovid-19, selainl itul 

penelitian inil jugal data dijadikanl bahan lpengembangan ldan informasil 

bagi penelitil yang inginl meneliti lebihl lanjut lterhadap lHukum 

lKetenagakerjaan. 

3. Manfaatl Praktisl 

a.  Bagil Perusahaanl 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan suatu perusahaan harus 

meningkatkan kesadarannya terhadap hak-hak serta kewajiban 

tenaga kerja yang telahl diatur dalaml peraturan lperundang-

undangan. 

b. Bagil Tenaga Kerjal 

Diharapkanl Tenaga lkerja/pekerja mampul memahamil suatu lhak 

danl kewajibannya sebagaimana l perjanjian kerjal yang ltelah 

disepakatil bersama, sertal memahami Langkahl dan lupaya lhukum 



8 

 

yangl dapat ditempuhl apabila hakl dan kewajibannya ltidak diberikanl 

oleh lperusahaan. 

c. Bagi Pemerintah 

Dengan adanya pandemic Covid 19 ini banyak sekali pekerja yang 

di PHK maupun dirumahka secara sepihak oleh perusahaan 

dengaan adanya penelitian ini diharapakan peran pemerintah dan 

hukum dalam melindungi dan pemenuhan hak dan kewajiban 

pekerja yang terkena PHK akibat pandemi Covid 19 ini. 

E. Terminologi 

1. Pemutusan Hubungan Kerja 

Pemutusanl Hubungan Kerjal (PHK) adalahl pengakhiran lhubungan 

kerjal karena suatul hal tertentul yang mengakibatkanl berakhirnya lhak ldan 

kewajibanl antara pekerjal dan lperusahaan. Pemutusan lhubungan lkerja dapatl 

diajukan olehl pemberi kerjal maupun lpekerja. Pemutusan lhubungan kerjal 

oleh pekerjal dapat diartikanl sebagai pengunduranl diri. lSedangkan 

pemutusanl hubungan kerjal oleh pemberil kerja dapatl dilakukan lkarena 

berbagail hal, salahl satunya adalahl pekerja yangl melakukan lkesalahan 

lberat.10 Apabilal salah satul pihak mengakhiril hubungan kerjal sebeluml 

berakhirnyal jangka waktul yang ditetapkanl dalam perjanjianl kerja lwaktu 

ltertentu, atau berakhirnya l hubungan kerjal bukan karenal ketentuanl 

 
10 https://learninghub.id/course/status-hubungan-kerja-dan-pemutusan-hubungan-kerja/ Diakse 

Pada Tgl 12 oktober 2021 Pukul 21:13  

https://learninghub.id/course/status-hubungan-kerja-dan-pemutusan-hubungan-kerja/
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sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal 61l A ayatl (2) UU No.13 Tahun 2003, 

Jo UU No.11 Tahun 2020 “Uangl kompensasi sebagaimanal dimaksud lpada 

ayatl (1) diberikanl kepada lpekerja/buruh sesuail dengan lmasa lkerja 

lpekerja/buruh dil perusahaan lyang lbersangkutan. (3) Ketentuanl lebihl lanjutl 

mengenai uangl kompensasi diaturl dalam lPeraturan lPemerintah.  

UUl No.13l Tahun 2003l Tentang lKetenagakerjaan 

Pasall 1 Dalaml undang-undangl ini yangl dimaksud ldengan: 

1) Ketenagakerjaanl adalah segalal hal yangl berhubungan ldengan 

tenagal kerja padal waktu lsebelum, selama danl sesudah lmasa lkerja. 

2) Tenagal kerja adalahl setiap orangl yang mampul melakukanl 

pekerjaanl guna menghasilkanl barang ldan/atau jasal baik luntuk 

memenuhil kebutuhan sendiril maupun luntuk lmasyarakat. 

3) lPekerja/buruh adalahl setiap orangl yang bekerjal dengan lmenerima 

upahl atau imbalanl dalam lbentuk llain. 

4) Pemberil kerja adalahl orang lperseorangan, pengusaha, lbadan 

hukuml atau lbadan-badan lainnyal yang memperkerjakanl tenagal 

kerjal dengan membayarl upah ataul imbalan dalaml bentuk llain. 

lUndang-Undang lNo.11 Tahunl 2020 Tentangl Cipta lKerja 

Dalaml Pasal 154Al Undang-Undangl Nomor 11l Tahun l2020 ltentang 

Ciptal Kerja lmenjelaskan: 
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1) Pemutusanl hubungan kerjal dapat tejadil karena lalasan: 

a. Perusahaanl melakukan lpenggabungan, lpeleburan, 

lpengambilalihan, atau pemisahan l perusahaan danl pekerja/buruhl 

tidakl bersedia melanjutkanl hubungan kerjal atau pengusahal tidakl 

bersedial menerima lpekerja/buruh; 

b. Perusahaanl melakukan efisiensil diikuti ldengan lpenutupan 

perusahaanl atau tidakl diikutil engan penutupanl perusahaan lyang 

disebabkanl perusahaan lmengalami lkerugian  

c. Perusahaanl tutup yangl disebabkan karenal perusahaan lmengalami 

kerugianl secara terusl menerus selamal 2l (dua) ltahun;  

d. Perusahaanl tutup yangl disebabkan keadaanl memaksa (forcel 

lmajeur); 

e. Perusahaanl dalam keadaanl penundaan kewajibanl pembayaranl 

lutang; f. lPerusahaan lfailit; 

f. Adanyal permohonan pemutusanl hubungan kerjal yang ldiajukan 

olehl pekerja/buruhl dengan alasanl pengusaha lmelakukan 

perbuatanl sebagai lberikut: 

1. lMenganiaya, menghina secara l kasar latau lmengancam 

lpekerja/buruh; 

2. Membujukl dan/ataul menyuruh lpekerja/buruh luntuk 

melakukanl perbuatan yangl bertentangan ldengan lperaturan 

lperundang-undangan; 
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3. Tidakl membayar upahl tepat padal waktu yangl telahl ditentukanl 

selama 3l (tiga) bulanl berturut-turutl atau llebih, meskipunl 

pengusaha membayarl upah secaral tepat lwaktu lsesudah litu;  

4. Tidakl melakukan kewajibanl yang telahl dijanjikan lkepada 

lpekerja/buruh; 

5. Memerintahkanl pekerja/buruhl untuk melaksanakanl pekerjaanl 

dil luar lyang ldiperjanjikan; ataa 

6. Memberikanl pekerjaan yangl membahayakan ljiwa, 

lkeselamatan, kesehatan, danl kesusilaan lpekerja/buruh 

sedangkanl pekerjaan tersebutl tidak ldicantumkan lpada 

perjanjianl kerja; kewajibannyal sampai tanggall pengunduranl 

ldiri; j. lPekerja/buruh mangkirl selama 5l (lima) haril kerja latau 

lebihl berturut-turutl tanpa keteranganl secara ltertulis lyang 

dilengkapi11 

2. PT. Global Sky Aviasi (Kendari , Sulawesi Tenggara) 

PT Global Sky Aviasi Kendari, Sulawesi Tenggara berdiri pada tahun 

2007. PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara memiliki karyawan 

sekitar 125 orang lebih .PT Global Sky Aviasi merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa ground handling, jasa ground handling ini mencakup 

mulai dari staf pasasi yang mencakup staff check in, staff special handling 

dan staff gate yang bertugas untuk boarding, kemudian ada staff porter yang 

 
11 Dimuat dan diakses dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja 
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bertugas untuk turunkan bagasi ketika fligh lending (mendarat) dan 

menaikkan bagasi ketika flight take of (berangkat), staff aviation security 

(avsec) yang betugas untuk mengawasi, memonitor dan menjaga ketika 

check in, boarding gate, make-up area, apron area, break down area dan 

cargo area. 

PT Global Sky Aviasi Kendari, Sulawesi Tenggara berusaha untuk 

menjadi perusahaan terdepan dan terbaik dalam memberikan pelayanan 

kepada pihak operator, penumpang dan bagasi. Untuk menunjang kinerja 

karyawan, perusahaan memberikan kompensasi dan motivasi kerja kepada 

karyawan agar kinerja mereka meningkat dan target perusahaan tercapai. 

3. CoronaVirus Disease-19 

Situasil dunia sekarangl ini sedangl dilanda pandemil Coronavirusl 

Diseasel (COVID-19). Hampirl seluruh negaral di dunial terkena lwabah 

lCovid-19. Berdasarkanl data Worldl Health Organizationl (WHO), lvirus 

Covid-19 telahl terkonfirmasi dil 223 negaral di lseluruh ldunia.12Pandemi 

lCovid-19 dil Indonesia diawalil dengan temuanl penderita lCovid-19 lpada 02l 

Maret l2020. Penyebaran lCovid-19 dil Indonesia yangl telah lmeluas 

membawal dampak padal sektor sosiall ekonomi, lpenurunan lpendapatan, 

pariwisatal dan lhiburan. Salah satul yang terkenal dampak nyal adalah lpara 

lpekerja/buruh. Gelombangl PHK mulail menerpa lIndonesia, limbas lpandemi 

 
12 Dikutip dari https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  yang diakses 

Pada Tanggal 2 November 2021 Pukul: 11.33 WITA 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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lCovid-19. Turunnyal perekonomian akibatl virus lCovid-19 ldi dunial industri 

menyebabkanl perusahaan lmelakukan lPHK.13Namun kebanyakanl 

perusahaan melakukanl PHKl kepada pekerjanya hanya ldalam waktul satu 

haril tanpa mengikutil prosedur hukuml ketenagakerjaan lyang lseharusnya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian: 

Dalaml penulisan skripsil ini menggunakanl jenis lpenelitian lempiris. 

Penelitianl hukum empirisl adalah jenisl penelitian lhukum lyang 

menggunakanl data lprimer. Menurut pendekatanl empiris lpengetahuan 

didasarkanl atas lfakta-fakta yangl diperoleh daril hasil penelitianl danl 

lobservasi. Penelitian yangl dilakukan adalahl penelitian lterhadap 

perlindunganl hukum terhadapl hak pekerjal yang terkenal PHK lakibat 

dampakl pandemi lCOVID-19 padal PTl Global Sky Aviasi, Kendari Sulawesi 

Tenggara. 

2. Metode Pendekatan: 

Metodel pendekatan yangl digunakan dalaml hal inil menggunakanl 

pendekatanl secara yuridisl normativ, yaitul dititikberatkan lpada penggunaanl 

data kepustakaanl atau datal skunder yangl berupa lbahan hukuml primer, 

skunderl dan ltersier. Metode pendekatanl yang ldigunkan denganl mengingat 

bahwal permasalahan yangl diteliti lberkisar lpada: 

 
13 Syeikha Nabilla Setiawan dan Nunung Nurwati, Dampak COVID-19 Terhadap Tenaga Kerja di 

Indonesia, Universitas Padjadjaran, Tahun 2020, h.10 
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a. Pendekatanl Undang-Undangl (Statute lApproach), yaitu lsuatu 

pendekatanl dengan menelaahl semua peraturanl perundang-undanganl 

danl regulasi yangl bersangkutan denganl isu hukuml yang ldihadapi. 

b. Pendekatanl Konsep (Conceptuall Approach), yaitul suatu lpendekatan 

yangl mempelajari pandanganl dan ldoktrin-doktrin ldalam lilmu hukuml 

yang akanl melahirkan lpengertian, konsep ldan asas-asasl hukuml yang 

relevanl dengan isul yangl dihadap. 

3. Jenis Dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari PT. Global Sky 

Aviasi, Kendari Sulawesi Tenggara Perolehanl data lprimer ldari 

penelitianl lapangan dapatl dilakukan baikl melalui lpengamatan 

(observasi) maupunwawancara. 

b. Datal Sekunderl 

Datal Sekunder adalahl data yangl didapat lmelalui lpenelitian 

lkepustakaan, yang ldigolongkan lkedalam: 

1. Bahanl Hukuml Primer 

Bahanl Hukum Primerl Yaitu bahanl hukum yangl mengikatl 

danl terkait langsungl dengan permasalahanl yang ldianalisa. lBahan 

hukuml ini terdiril dari peraturanl perundang-undanganl yangl 

berkaitanl dengan perlindunganl hukum terhadapl tenaga kerjal yangl 

dirumahkan danl di PHKl akibat dampakl COVID-19l ldiantaranya : 
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lUndang-Undang Nomorl 13 Tahunl 2013 ltentang 

Ketenagakerjaanl  

1.1.1 lUndang-Undang Nomorl 11 Tahunl 2020 

Tentangl Cipta lKerja 

1.1.2 lUndang-Undang Nomorl 2 Tahunl 2004 ltentang 

Penyelesaianl Perselisihan Hubunganl Industriall 

1.1.3 Peraturanl Pemerintah Nomorl 78 lTahun l2015 

tentangl Pengupahanl 

1.1.4 Suratl Edaran Menteril Ketenagakerjaanl 

Republik Indonesia Nomorl M/3/HK.04/III/2020l 

tentangl Pelindunganl lPekerja/buruh danl 

Kelangsungan Usahal Dalaml Rangkal 

Pencegahan danl Penanggulan lCOVID-19. 

2. Bahanl Hukuml lSekunder 

Yaitul bahanl hukuml yang dipergunakanl untuk lmembantu 

menjelaskanl danl meleng`kapi bahanl hukum primerl atau ldalam hall 

ini dapatl disebut sebagail bahan hukuml pendukung lyang sesuail 

dengan permasalahannyal berupa, pendapatl hukum lyang 

dikemukakanl oleh ahlil hukum, dalaml buku, medial masa lbaik 

cetakl atau lelektronik, makalah, artikel l dan hasill penelitian ldan 

karyal tulis lainnyal yang berkaitanl dengan lperlindungan lhukum 
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terhadapl tenaga kerjal yang dirumahkanl dan dil PHK lakibat 

ldampak lCOVID-19. 

3. Bahanl Hukum lTersier 

Yaitu bahanl hukum yangl dipakai sebagail pelengkap ldan 

jugal berfungsi memberikanl informasi tentangl bahan lhukum 

primerl dan bahanl hukum sekunderl yang tidakl berhubunganl 

langsungl dengan pokokl permasalahan yangl ada, namunl sangatl 

dibutuhkanl untuk menunjangl kelengkapan danl kejelasan lbahan 

hukuml primer danl bahan hukuml sekunder ltersebut, misalnyal 

Kamusl Bahasa lIndonesia, Kamusl Hukum ldan lEnsiklopedia. 

4. Teknik Pengumpulan & Pengambilan Data 

Dalaml pengumpulan datal digunakan teknikl studi pustakal dan lstudi 

lapanganl yang dilakukanl dengan menerapkanl analisis yangl menggunakanl 

metodel kualitatif secaral deskriptif yangl kemudian dikontruksikanl dalaml 

lsuatu lpenelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Data primerl dan datal sekunder yangl diperoleh dil analisis ldengan 

menggunakanl metode kualitatifl secara deskriptifl dalam artil diuraikan ldan 

dihubungkanl secara sistematisl dalam bentukl kata-katal untuk lkemudian 

ditarikl kesimpulan-kesimpulanl yang menggambarkanl jawaban ldari 

permasalahanl yang dibahasl penulisan lskripsi. 

6. Lokasi Penelitian 
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Untukl mengumpulkanl data yangl diperlukan penelitianl akanl 

ldilakukan ldi: 

a. Perpustakaanl Fakultas Hukuml Universitasl Islam Sultan Agung 

Semarang. 

b. Gedung Perpustakaan Daerah Jl. Pemuda No.142 Semarang 

c. PT.  Global Sky Aviasi, Kendari, Sulawesi Tenggara 

G. Sistematika Penulisan 

Sistemastika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

Bab I Pendahuluan 

Dalam Bab ini menjelaskan bagaimana suatu latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan serta manfaat maupun metode penelitian dan juga sumber data yang 

digunakan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada Bab ini menjelaskan landasan teori maupun tolak ukur dalam penulisan 

skripsi yaitu Pemutusan hubungan kerja .perlindungan hukum yang diberikan 

kepada tenaga kerja berdasarkan UUl No.13l Tahun 2003l Jo UUl No.11l Tahunl 

2020l dan kaitannya dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah akibat 

pandemic Covid 19 terutama pada pekerja yang di PHK dan dirumahkan. 

Babl III Hasill Penelitianl & lPembahasan 

Berdasar padal Babl I danl II maka dapat dikaji hasil dan pembahasan dalam 

penulisan skripsi ini yaitu Sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh 

Pandemi Covid-19 ini terhadap kinerja perusahan,Serta apa saja peran 
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pemerintah dalam melindungi pekerja yang di PHK Terutama di PT.Global 

Sky Aviasi Kendari,Sulawei Tenggara. 

Babl IV Penutupl  

Padal Bab terakhirl dalam penulisan skripsi inil memuat tentang lkesimpulan ldan 

lsaran. 

Daftar Pustaka 

H. Jadwal Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada rentang waktu bulan September 

2021 hingga bulan Januari 2022.Adapun jadwal kegiatan pokok adalah sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

No. Kegiatan Bulan 

September Oktober November Januari 

1 Proposal     

2 Pengajuan 

Data 

     

3 Analisa     

4 Ujian Skripsi     
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Hukum Ketenagakerjaan 

1. Dasar Hukum Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 

Untuk memaham pengertianl Hukum lKetenagakerjaan, maka perlul 

diuraikanl terlebih dahulul pengertian yangl terkait denganl ketenagakerjaanl 

lseperti lpekerja/buruh, tenagal kerja, danl pemberi lkerja. 

a.  lPekerja/buruh adalahl setiap orangl yang bekerjal dengan lmenerima 

upahl atau imbalanl dalam bentukl lain (Pasall 1 angkal 3 lUndang-

Undangl Nomor 13l Tahun l2003 ltentang 

lKetenagakerjaan).Penggunaan istilah l yuridis padal setiap lzaman ldi 

Indonesial yang ldipakai lberbeda-beda. Padal zaman lorde llama 

menggunakanl istilah lburuh, pada zamanl orde barul menggunakanl 

istilahl pekerja,sedangkanl pada reformasil menggunakan listilah 

lpekerja/buruh. Penjelasanl istilah lpekerja/buruh lbelum dicantumkanl 

dalam lundang-undang ltentang lketenagakerjaan.Hanya saja l patut 

dicatatl bahwa ldi lIndonesia hanyal ada peringatanl tentang haril buruh 

internasionall (May lDay) yangl dilaksanakan setiapl tanggal 1l Mei. 

Tidakl ada lperingatan lhari pekerjal di lIndonesia.14 

 
14 Telambanua Dalinama,Hukum Ketenagakerjaan,(Yogyakarta:Deepublish),hlm 1. 
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b. Tenagal Kerja adalahl setiap orangl yang mampul melakukanl 

pekerjaanl guna menghasilkanl barang ldan/atau jasal baik luntuk 

memenuhil kebutuhan sendiril maupun untukl masyarakatl (Pasal l1 

angka 2l Undang-Undangl Nomor 13l Tahun l2003 ltentang 

lKetenagakerjaan). Penggunaan istilah tenaga kerja dengan 

pekerja/buruh pada dasarnya sama. Hanya saja pekerja/buruh 

memfokuskan pada orang yang menerima upah/imbalan dalam 

bentuk lain. Sedangkan tenaga kerja memfokuskan pada orang yang 

mampu melakukan pekerjaan, menghasilkan barang dan/atau jasa, 

kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat. Dari pengertian 

tersebut, level tenaga kerja lebih tinggi daripada pekerja karena 

syarat yang wajib dipenuhi dalam tenaga kerja yakni “mampu 

melakukan pekerjaan”. Mampul melakukan pekerjaanl dalam lhal lini 

adalah memenuhil syarat yangl ditetapkanl oleh lpemberi lkerja.15 

c. Pemberil Kerja adalahl orang lperseorangan, pengusaha, lbadan 

lhukum, atau lbadan-badan lainnyal yangl mempekerjakan ltenaga 

kerjal dengan membayarl upah ataul imbalanl dalam lbentuk llain 

(Pasall 1 angkal 1 lUndang-Undang Nomorl 13 Tahunl 2003 ltentang 

lKetenagakerjaan). Pemberil kerja daril orang perseoranganl biasanyal 

beluml mendaftarkan dirinyal sebagai badanl hukum atau badan 

usaha. Pemberi kerja dari unsur pengusaha yakni orang 

 
15 Ibid.,hlm.2. 
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perseorangan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan 

milikl sendiri, ataul milik orangl lain. Pemberil kerja daril unsurl badanl 

hukum ataul badan usahal yakni pemberil kerja ldimana usahanyal 

telah didaftarkanl secara hukuml dan ldinyatakan llayak untukl 

menjalankan badanl hukum ataul badan lusaha.16 

Pengertianl ketenagakerjaan menurut l Pasal 1l angka l1 

UndangUndang Nomorl 13 Tahunl 2003 yaitul segala hall yangl berhubunganl 

dengan tenagal kerja padal waktu lsebelum, selama, ldan sesudahl masa lkerja. 

Ketenagakerjaan inil melingkupi semual hal lyang terkaitl dengan 

lketenagakerjaan. Semua hal l yang dimaksudl di sini ladalah sebeluml orang 

lbekerja, selama ataul ketika orangl sedang aktifl bekerja, ldan sesudah orangl 

bekerja. Sesudahl orang bekerjal dalam hall ini ladalah bukanl setelah dial 

pulang daril tempat lkerja, tapi setelahl pekerjal ldinyatakan lpensiun. 

Dari pengertian ketenagakerjaan tersebut, dapat dikatakan bahwa 

Hukum Ketenagakerjaan adalah hukum yang berhubungan dengan tenaga 

kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Artinya yang 

dipelajari atau dimuat dalam Hukum Ketenagakerjaan adalah semua 

regulasi yang mengatur ketenagakerjaan sebelum l orang lbekerja, lselama 

orangl bekerja danl sesudah lorang lbekerja. Beranjak dari pengertian tersebut, 

 
16 Ibid.,hlm.2.  
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hal yang paling banyak diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan ini adalah 

selama atau ketika orang sedang aktif bekerja.17 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja 

 Berdasarkanl lUndang-Undangl Nomor 13l Tahunl l2003 ltentang 

Ketenagakerjaanl pemutusan hubunganl kerja kepadal pekerja/buruhl diaturl 

denganl syarat yangl cukup lketat. Namun, berbedal dengan lUndang-Undangl 

Nomor 11l Tahun 2020l tentang Ciptal Kerja ldimana lpengusaha ataul 

perusahaan dapatl melakukan PHKl dengan berbagail alasan yangl tidakl 

objektif sehinggal lebih memberikanl kemudahan bagil pengusahal 

melakukanl PHK (Pemutusanl Hubungan lKerja)18 

Perusahaanl yang melakukanl PHK seharusnyal mengadakanl 

lmusyawarah/perundingan denganl pekerja/buruhl agar tidakl terjadi lPHK 

secaral sepihak. Selainl itu, dalaml melakukan PHKl perusahaan jugal harusl 

memerhatikanl prosedur-prosedurl pemutusan hubunganl kerja agarl prosesl 

danl langkah-langkahl yang dilakukanl sesuai denganl hukum.4l Undang-

Undangl Nomor 13l Tahun 2003l tentang Ketenagakerjaanl potensil 

lkesewenang-wenangan pengusahal dalam melakukanl PHK ldibatasi loleh 

ketentuanl Pasal 151l bahwa PHKl wajib didahuluil dengan lperundingan ldan 

hanyal dapat dilakukanl setelah adanyal penetapan daril Lembagal 

 
17 Ibid.,hlm.3.  

18 Rudi Febrianto Wibowo dan Ratna Herawati, "Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak", JurnallPembangunan Hukum 

Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021, 

hlm.110 
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Penyelesaianl Perselisihan Hubunganl Industrial. lSedangkan ldalam lUndang-

Undang Nomorl 11 Tahunl 2020 tentangl Cipta lKerja lmengurangi 

perlindunganl yang diberikanl karena padal Pasal 151l ayatl (2) lmenjelaskan 

dalaml hal PHKl tidak dapatl dihindari, maksudl dan alasanl PHKl 

diberitahukanl oleh pengusahal kepada lpekerja/buruh, ayatl (3) lmenjelaskan 

dalaml hal lpekerja/buruh telahl diberitahu danl menolak lPHK, penyelesaianl 

PHKl wajib dilakukanl melalui perundinganl bipartit antaral pengusahal 

ldengan lpekerja/buruh, danl ayatl (4) menjelaskanl dalam lhal lperundingan 

bipartitl tidak mendapatkanl kesepakatan, PHKl dilakukan lmelalui ltahap 

berikutnyal sesuai denganl mekanisme penyelesaianl perselisihan lhubungan 

lindustrial. Perubahan dari l prosedur PHKl memunculkan lkekhawatiran 

adanyal PHK secaral sepihak karenal PHK cukupl dilakukan lmelalui 

pemberitahuanl dari pihakl pengusaha tanpal harus didahuluil denganl 

perundingan19 

Perselisihanl PHK dilatarbelakangil dengan ladanya ltindakan 

pengusahal untuk melakukanl PHK secaral sepihak. Selainl itu lperselisihan 

PHKl terjadi karenal adanya perbedaanl pendapat mengenail alasan-alasanl 

melakukanl PHK yangl berpengaruh terhadapl hak-hakl tenaga lkerja. 

Sebelumnyal Undang-Undangl Nomor 13l Tahun l2003 ltentang 

Ketenagakerjaanl hanya memperbolehkanl pengusaha lmelakukan lPHK 

 
19 Siti Zulaichah, "Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak di Tinjau dari Hukum Ketenagakerjaan 

dan Hukum Islam", Journal of Islamic Business Law, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang, Vol. 3 Issue 4 2019, hlm. 3 
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denganl alasan lbangkrut, tutup karenal mengalami lkerugian, perubahan latas 

status lperusahaan, pekerja/buruhl melanggar lperjanjian lkerja, lpekerja/buruh 

melakukanl kesalahan lberat, pekerja/buruhl memasuki lusia lpensiun, 

pekerja/buruhl mengundurkan ldiri, pekerja/buruhl meninggall ldunia, serta 

lpekerja/buruh lmangkir. Namun Pasall 154A ayatl (1) lpoin lb lUndang-

Undang Nomorl 11 Tahunl 2020 tentangl Cipta lKerja lmenambah satul alasan 

untukl melakukan PHKl bagi lpekerja/buruh yaitul perusahaanl lmelakukan 

lefisiensi. 

Berdasarkanl Undang-Undangl Nomor 13l Tahun l2003 ltentang 

Ketenagakerjaanl perusahaan hanyal bisa melakukanl PHK lapabila 

perusahaanl tutup lpermanen, artinya jikal perusahaan yangl hanya ltutup 

sementaral tidak bolehl memecat lpekerjanya. Namun, lUndang-Undangl 

Nomorl 11 Tahunl 2020 tentangl Cipta Kerjal perusahaan dapatl melakukanl 

PHKl dengan alasanl efisiensi, baikl yang diikutil dengan lpenutupan 

perusahaanl atau tidakl diikuti denganl penutupan lperusahaan lyang 

disebabkanl perusahaan mengalamil kerugian. Hall tersebut lmemberikan 

kelonggaranl kepada pihakl perusahaan untukl melakukan PHKl sebab lPHK 

dapatl dilakukan tanpal harus menutupl perusahaan. lPengusaha lyang 

melakukanl PHK kepadal pekerja/buruhl dengan alasanl melakukan lefisiensi 

bertujuanl untuk mengurangil beban perusahaanl agar lperusahaan ltetap 

lberoperasi, seperti dalaml kondisi krisisl global saatl ini yangl mengharuskanl 

pengurangan lpekerja/buruh, pengusahal tidak lperlu khawatirl melakukan 

PHKl dengan alasanl efisiensi sebabl adanya lalasan hukuml yang diaturl pada 
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Pasall 154A ayatl (1) poinl b lUndang-Undangl Nomorl 11 Tahunl 2020 tentangl 

Cipta lKerja. Tetapi pengusahal diwajibkanl memenuhil hak-hakl tenaga kerjal 

yang mengalamil PHK diaturl dalam lPasal 156 ayatl (1) lUndang-Undang 

Nomorl 11 Tahunl 2020 tentangl Cipta lKerja menjelaskanl bahwa jikal 

terjadinya lPHK, pengusaha lwajib luntuk membayarl uang lpesangon, uang 

penghargaanl masa kerjal dan luang lpengganti lhak. 

3. Sifat Hukum Ketenagakerjaan 

Telahl diuraikan bahwal hukum ketenagakerjaanl mengaturl hubunganl 

kerja antaral tenaga kerjal dengan lpengusaha, yang lberarti mengaturl 

kepentingan orangl perseorangan. Atasl dasar litulah, lhukum 

ketenagakerjaanl bersifat privatl (perdata).20 Ditinjau ldari sifatnya, lhukum 

ketenagakerjaanl dapat pulal bersifat lpublik. Bersifat lprivat lkarena mengaturl 

hubungan antarl orang perseoranganl (pembuatan lperjanjian lkerja). Bersifat 

publikl karena pemerintahl ikut campurl tangan ldalam lmasalah-masalah 

ketenagakerjaanl serta adanyal sanksi ldalam lperaturan hukuml 

ketenagakerjaan. Sifatl hukum ketenagakerjaanl di Indonesial secaral umuml 

ada dual yaitu sifatl mengatur danl bersifat lmemaksa. lHukum 

ketenagakerjaanl di Indonesial bersifat mengaturl karena lhukum 

ketenagakerjaanl di Indonesial mengatur hubunganl antara lpekerja/buruhl 

 
20 https://elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/manpower-law (Diakses pada tgl 30 agustus 

2021 pukul 21:15 WITA) 

https://elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/manpower-law
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denganl pengusaha bahwal dengan lpemerintah. Sifat hukuml mengaturl 

disebutl juga bersifatl fakultatif yangl artinya lhukum lmengatur/melengkapi.21 

4. Hakikat Hukum Ketenagakerjaan 

Hakikat hukum ketenagakerjaan di Indonesia yaitu untuk 

memberikan kesejahteraan bagi pekerja/buruh serta keluarganya, serta 

menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan 

pekerjaan dan kehidupan yang layak.Hal tersebut di atas sesuai dengan 

hakikat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

ltentang lKetenagakerjaan, yaitu22: 

a) Pembangunanl nasional dilaksanakanl dalam lrangka 

pembangunanl manusia seutuhnyal dan lpembangunan 

masyarakatl Indonesia seluruhnyal untuk lmewujudkan 

masyarakatl yang lsejahtera, adil, lmakmur, yang lmerata lbaik 

materiil maupunl spiritual berdasarkanl Pancasila ldan 

lUndang-Undang Dasarl Negara Republikl Indonesia lTahun 

l1945 

 
21 Sadi Muhammad; Soebandi ,Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia (Jakarta: Kencana), hlm 34. 

22 Ibid,.hlm 40. 
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b) Pelaksanaanl pembangunan lnasional, tenaga lkerja 

mempunyail peranan danl kedudukan yangl sangat lpenting 

sebagail pelaku danl tujuan lpembangunan 

c) Sesuail dengan perananl dan kedudukanl tenagal 

lkerja,diperlukan pembangunanl ketenagakerjaan luntuk 

meningkatkanl kualitas tenagal kerja danl peran sertanya 

dalaml pembangunan sertal peningkatan lperlindungan tenagal 

kerja danl keluarganya sesuail dengan lharkat ldan lmartabat 

lkemanusiaan 

d) Perlindunganl terhadap tenagal kerja untukl menjamin lhak-

hakl dasar lpekerja/buruh danl menjamin lkesamaan 

kesempatanl serta perlakuanl tanpa diskriminasil atas ldasar 

apa pun untukl mewujudkan kesejahteraanl pekerja/buruhl 

danl keluarganya denganl tetap lmemperhatikan 

perkembanganl kemajuan ldunia lusaha.23 

Dalaml Pasal 1l Angka 14l Undang-Undangl Nomor 13l Tahun l2003 

tentangl Ketenagakerjaan, perjanjianl kerja adalahl perjanjian lantara 

lpekerja/buruh denganl pengusaha ataul pemberi kerjal yang lmemuat lsyarat-

syaratl kerja, hakl dan kewajibanl para lpihak.24 

 
23 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta: 

Kencana, 2011), h. 277-278. 

24 Sentosa Sembiring, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang 

Ketenagakerjaan, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2005. hal.17. 
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Akan tetapi, dalam realitanya pekerja/buruh l yang lmenjadi 

kepentinganl pengusaha merupakanl sesuatu yangl sedemikian lmelekatnya 

padal pribadi lpekerja/buruh, sehinggal pekerja/buruhl itu selalul mengikutil 

tenaganyal ke tempatl di mana ldipekerjakan, dan pengusaha l kadang lkala 

seenaknyal memutuskan hubunganl kerjal terhadap lpekerja/buruh lkarena 

tenaganyal sudah tidakl diperlukan llagi. Karena litu, pemerintah ldengan 

mengeluarkanl peraturan lperundang-undangan turutl serta lmelindungi pihakl 

yang lemahl (pekerja/buruh) daril kekuasaanl pengusaha, lguna 

menempatkannyal pada kedudukanl yang layakl sesuai denganl harkat ldan 

lmartabat lmanusia.25 

B. Tinjauan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) 

lUndang-Undangl Nomorl 13 Tahunl 2003l Pasall 1l Angkal 25l menjelaskanl 

bahwa pemutusanl hubungan kerjal adalah pengakhiranl hubunganl kerjal karena 

suatul hal tertentul yang mengakibatkanl berakhirnya lhak ldan kewajibanl antara 

buruhl atau pekerjal dan lpengusaha. 26 lUndang-Uundangl Ketenagakerjaanl 2003 

mengaturl tata caral pelaksanaan pemutusanl hubunganl kerjal sehingga adal acuan 

yangl dapat digunakanl oleh lpekerja luntuk mencermatil keputusan pemutusanl 

hubungan kerjal yang dilakukanl oleh lpihak pengusahal atau lperusahaan. 

Undang-Undangl Ketenagakerjaan l2003 mewajibkanl kepada pihakl pengusaha 

ataul perusahaan untukl terlebih ldahulu mengajukanl permohonan izinl untuk 

 
25 Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Op. cit., h. 21. 

26 https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/38624/23431 Diakses Pada Tgl 

30 Agustus 2021 Pukul 23:50 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/38624/23431
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melakukanl pemutusan lhubungan lkerja kepadal Lembaga Penyelesaianl 

Perselisihan Hubunganl Industriall (LPPHI).27  

Pasall 150 lUndang-Uundang Ketenagakerjaanl 2003 lmenyebutkan 

“ketentuanl mengenai pemutusanl hubungan kerjal dalam lundang-undang lini 

meliputil pemutusan hubunganl kerja yangl terjadi dil badan lusaha lyang berbadanl 

hukum ataul tidak, milikl  perseorangan, milikl persekutuan latau lmilik badanl 

hukum, baikl milik swastal maupun lnegara, maupun lusaha-usaha lsosial danl 

usaha-usahal lain yangl mempunyai pengurusl dan memperkerjakanl orangl lainl 

dengan membayarl upah ataul imbalan dalaml bentuk llain”. 

Melihatl isi Pasall tersebut, badanl usaha yangl mempekerjakan ltenaga 

kerjal dan membayarl upah ataul imbalan dalaml bentuk llain, harus lmengikuti 

ketentuanl PHK dalaml Udang-Undangl Ketenagakerjaan l2003.  

Pemutusanl hubungan kerjal diamanatkan olehl Undang-Undangl Nomorl 

13l Tahun 2003l merupakan hall yang sebisal mungkin tidakl dilakukan loleh pihakl 

perusahaan. Hall ini diamanatkanl dalam Pasall 151l (1) lyang lmenyebutkan, 

“pengusaha, pekerjal atau lburuh, dan lpemerintah, dengan lsegala upayal harus 

mengusahakanl agar janganl terjadi pemutusanl hubungan lkerja.” Ditegaskanl 

dalam Pasall 152 lUndang-Undang Ketenagakerjaanl 2003 lbahwa permohonanl 

penetapan pemutusanl hubungan kerjal tersebut harusl diajukanl lsecara ltertulis. 

 
27 Rocky Marbun, Jangan Mau di-PHK Begitu Saja, Jakarta: Visimedia, Cet.ke-1, 2010. hal.89 
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Sedangkan didalam UU Cipta Kerja Pasal 151 dan 152 ini dijadikan 

menjadi 1 bagian menjadi Pasal 151A. Dan kepada Lembaga Penyelesaian 

Perselisihan lUndang-Undang Nomorl 13 Tahunl 2003 jugal menggariskanl 

sejumlahl alasan yangl tidak memperbolehkanl perusahaan untukl melakukanl 

pemutusanl hubungan lkerja, tepatnya dalaml Pasal l153. Disana ldisebutkan 

lbahwa, lpengusaha/perusahaan dilarangl melakukan pemutusanl hubungan lkerja 

lapabila:  

a. Pekerjal berhalangan masukl kerja karenal sakit menurutl keteranganl 

Dokterl selama waktul tidak melampauil 12 bulanl secara lterus-menerus 

b. Pekerjal berhalangan menjalankanl pekerjaannya lkarena lmemenuhi 

kewajibanl terhadap negaral sesuai denganl ketentuan lUndang-Undangl 

lyang lberlaku 

c. Pekerjal menjalankan ibadahl yang diperintahkanl Agamanyal 

d. Pekerjal menikah Pekerjal perempuan lhamil, melahirkan, lgugur 

kandunganl atau lmenyusui lbayinya 

e. Pekerjal mempunyai pertalianl darah ataul ikatan lperkawinan ldengan 

pekerjal lainnya dalaml satu lperusahaan 

f. Pekerjal mendirikan, menjadil anggota, danl atau pengurusl serikat lburuh 

latau lpekerja 

g. Pekerjal mengadukan pengusahal kepada yangl berwajib lmengenai 

perbuatanl pengusaha yangl melakukan ltindak lpidana 



31 

 

h. Karenal perbedaan lpaham, Agama, aliranl politik, lsuku, warna lkulit, 

lgolongan, jenis lkelamin, kondisi fisikl atau lstatus lperkawainan,  

i. Pekerjal dalam keadaanl cacat ltetap, sakit akibatl kecelakaan lkerja. Jikal 

seluruhl ketentuan ataul alasan dil atas dilanggarl oleh pihakl perusahaanl 

ataul pengusaha, makal tindakan tersebutl dianggap batall demi lhukum. 

Denganl demikian perusahaanl wajib lmempekerjakan lKembali 

lkaryawan/pekerja yangl bersangkutan. Daril uraian dil atas jelasl bahwa lsetiap 

permohonanl izin pemutusanl hubungan kerjal yang diajukanl tanpa lalasan-alasanl 

akan ditolakl dan pemutusanl hubungan kerjal yang terjadil tanpal didasarkanl pada 

lalasan-alasan tertentul adalah batall demi lhukum. lPerlu ditambahkanl bahwa 

pemutusanl hubungan kerjal juga dapatl dikatakan ltidak llayak. Sedangkan 

didalam Pasall 154A lUndang-Undang Nomorl 11 lTahun 2020l tentang Ciptal 

Kerja lmenjelaskan:  

1) Pemutusanl hubungan kerjal dapat tejadil karena lalasan : 

a. Perusahaanl melakukan lpenggabungan, lpeleburan, 

lpengambilalihan, atau pemisahanl perusahaan ldan 

lpekerja/buruh tidakl bersedia melanjutkanl hubungan lkerja ataul 

pengusaha tidakl bersedia lmenerima lpekerja/buruh; 

b. Perusahaanl melakukan efisiensil diikuti ldengan lpenutupan 

perusahaanl atau tidakl diikuti denganl penutupan lperusahaan 

yangl disebabkan perusahaanl mengalami lkerugian; 
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c. Perusahaanl tutup yangl disebabkan karenal perusahaanl 

mengalamil kerugian secaral terus menerusl selama 2l (dua) 

ltahun; 

d.  Perusahaanl tutup yangl disebabkan keadaanl memaksa (forcel 

lmajeur); 

e. Perusahaanl dalam keadaanl penundaan kewajibanl lpembayaran 

lutang; 

f. lPerusahaan lfailit; 

g. Adanyal permohonan pemutusanl hubungan lkerja lyang 

diajukanl oleh lpekerja/buruh denganl alasan lpengusaha 

melakukanl perbuatan lsebagai lberikut: 

1) lMenganiaya, menghina secara l kasar latau lmengancam 

lpekerja/buruh 

2) Membujukl dan/ataul menyuruh lpekerja/buruh luntuk 

melakukanl perbuatan yangl bertentangan ldengan 

lperaturan lperundang-undangan; 

3) Tidakl membayar upahl tepat padal waktu yangl telahl 

ditentukanl selama 3l (tiga) bulanl berturut-turutl ataul 

llebih, meskipunl pengusaha membayarl upah lsecara 

tepatl waktu lsesudah litu;  

4) Tidakl melakukan kewajibanl yang telahl dijanjikanl 

kepadal pekerja/buruhl 
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5) Memerintahkanl pekerja/buruhl untuk lmelaksanakan 

pekerjaanl di luarl yang ldiperjanjikan; latau  

6) Memberikanl pekerjaan yangl membahayakan ljiwa, 

lkeselamatan, kesehatan, danl kesusilaan lpekerja/buruhl 

sedangkanl pekerjaan tersebutl tidak ldicantumkan lpada 

lperjanjian lkerja; 

h. Adanyal putusan lembagal penyelesaian perselisihanl hubunganl 

industriall yang menyatakanl pengusaha tidakl melakukanl 

perbuatanl sebagaimana dimaksudl pada hurufl g lterhadap 

permohonanl yang diajukanl oleh lpekerja/buruh danl pengusahal 

memutuskan untukl melakukan lpemutusan lhubungan lkerja; 

i. lPekerja/buruh mengundurkanl diri atasl kemauan lsendiri ldan 

harusl memenuhi lsyarat: 

1) Mengajukanl permohonan pengunduranl diri lsecara 

tertulisl selambat-lambatnyal 30 (tigal puluh) lhari 

sebeluml tanggal mulail penggunduran ldiri; 

2) Tidakl terikat dalaml ikatan ldinas; danl 

3) Tetapl melaksanakan kewajibannyal sampai ltanggal 

lpengunduran ldiri; 

j. lPekerja/buruh mangkirl selama 5l (lima) haril kerja ataul lebihl 

lberturut-turut tanpal keterangan secaral tertulis lyang 

dilengkapidengan buktil yang sahl dan telahl dipanggil loleh 

pengusahal 2l (dua) kalil secara patutl dan ltertulis; 
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k.  lPekerja /buruh melakukanl pelanggaran ketentuanl yang ldiatur 

dalaml perjanjian lkerja, peraturan lperusahaan, atau lperjanjian 

kerjal bersama danl sebelumnya telahl diberikan lsurat peringatanl 

pertama, lkedua, dan ketigal secara lberturut-turutl lmasing-

masing berlakul untuk palingl lama 6l (enam) lbulan kecualil 

ditetapkan lainl dalam perjanjianl kerja, lperaturan lperusahaan, 

atau perjanjianl kerja lbersama; 

l.  lPekerja/buruh tidakl melakukan pekerjaanl selama 6l (enam) 

bulanl akibat ditahanl pihak yangl berwajib lkarena ldiduga 

melakukanl tindak lpidana; 

m. lPekerja/buruh mengalamil sakit berkepanjanganl atau lcacat 

akibatl kecelakaan kerjal dan tidakl dapat lmelakukan 

pekerjaannyal setelah melampauil batas 12l (dua lbelas) lbulan; 

n. lPekerja/buruh memasukil usia lpensiun;  

o. lPekerja/buruh lmeninggal ldunia; 

2) Selainl alasan pemutusanl hubungan kerjal sebagaimana ldimaksud lpada 

ayatl (1), dapatl ditetapkan alasanl pemutusan hubunganl kerja llainnya 

dalaml perjanian kerjal bersama sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal l61 

ayatl (1). 

3) Ketentuanl lebih lanjutl mengenai tatal cara pemutusanl hubungan lkerja 

diaturl dalam lPeraturan lPemerintah. 

 Dapatl dilihat daril poin-poinl diatas bahwal PHK yangl dilakukan loleh 

lpengusaha/majikan memiliki l kelonggaran kewenanganl yang ljustru ldapat 



35 

 

mengakibatkanl PHK secaral sepihak. Berbedal seperti yangl terdapat ldalam Pasall 

157A UUl Cipta lKerja, dalam hall ini pengusahal dapat lmemutus hubunganl kerja 

denganl melakukan penghentianl sementaral (skorsing) lyang sedangl menjalani 

prosesl PHK tetapil upah yangl diterima tetapl diberikan. lPHK sesuail dengan 

ketentuanl Pasal 157Al tersebut harusl dibuktikan denganl putusanl pengadilanl 

hubungan lindustrial.28 

Untuk menghindari PHK ditengah pandemic Covid 19 ini , Kementerian l 

Ketenagakerjaan sudahl menerbitkan Suratl Edaran lMenteri Ketenagakerjaanl 

Nomor lM/3/HK.04/III/2020l Tahun 2020l tentangl Perlindunganl Pekerja/Buruhl 

dan Kelangsunganl Usaha dalaml Rangkal Pencegahanl dan Penanggulanganl 

COVID-19l (“SE lMenaker lM/3/HK.04/III/2020”). 29Pada ldasarnya, perusahaanl 

tidak bolehl melakukanl PHKl terhadap lpekerja/buruhnya lsecara lsewenang-wena 

ng dalaml situasi lapa lpun, termasuk dalaml situasi kedaruratanl kesehatan 

lmasyarakat. lSebagaimana ketentuanl Pasal 151l ayat 1l Undang-undangl No. 13l 

Tahun 2003l tentangl Ketenagakerjaanl telah dinyatakanl bahwa pihakl 

perusahaan, lserikat lpekerja, maupunl pekerja denganl segala upayal harus 

mengusahakanl agar janganl terjadil pemutusanl hubungan lkerja. 

Pada dasarnya, perusahaan tidakl boleh melakukanl PHK lterhadap 

lpekerja/buruhnya secaral sewenang-wenangl dalam situasil apa lpun, ltermasuk 

 
 

29 https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-terbitkan-surat-edaran-tentang-pelindungan-buruh-

da n-kelangsun gan-usaha-terkait-covid-19 Diakses Pada Tgl 1 September 2021 Pukul 

14:30 

https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-terbitkan-surat-edaran-tentang-pelindungan-buruh-da%20n-kelangsun%20gan-usaha-terkait-covid-19
https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-terbitkan-surat-edaran-tentang-pelindungan-buruh-da%20n-kelangsun%20gan-usaha-terkait-covid-19
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dalaml situasi kedaruratanl kesehatan lmasyarakat. Sebagaimana ketentuan l Pasall 

151l ayat 1l Undang-undangl No. 13l Tahun 2003l tentang lKetenagakerjaan yang 

kemudian telahl diubah didalam UU Cipta Kerja yang mana pasal 151 dan 152 

disisipkan menjadi 1 pasal yakni pasal 151A,dimana telahl dinyatakan lbahwa 

pihakl perusahaan, serikatl pekerja, maupunl pekerja denganl segala lupaya lharus 

mengusahakanl agar janganl terjadi pemutusanl hubungan lkerja.  

lNamun, bilal PHK tidakl dapat terhindarkanl pada situasil kedaruratanl 

kesehatanl masyarakat akibatl wabah pandemil virus lCOVID-19 danl tetapl 

hendakl dilakukan olehl perusahaan, baikl dengan lalasan:  

(1) Forcel Majeure/ Keadaanl Memaksa yangl di luarl kehendakl 

lperusahaan/pekerja/serikatl lpekerja/negara/masyarakat”, maupun l denganl 

lalasan  

(2) “lEfisiensi”, maka perusahaanl wajib untukl membuktikan lalasan-alasanl 

tersebutl dengan adanyal laporan keuanganl selama 2l (dua) ltahun lterakhir 

yangl telah diauditl oleh akuntanl publik yangl menunjukan adanyal kerugianl 

yangl dialami loleh lperusahaan.30 

C. Tinjauan PHK Dalam Hukum Islam 

Dalaml Hukum lIslam, masalah pemutusanl hubungan kerjal (PHK) ldapat 

dikategorikanl sebagai pemutusanl (fasakh) akadl perjanjian kerjal (ija>rah), 

 
30 https://gajimu.com/tips-karir/kondisi-kerja-dan-kehidupan-di-tengah-pandemi-covid-19-

indonesia/faq-ketenagakerjaan-dan-covid-19/faq-bekerja-di-tengah-pandemi-covid-19 

Diakses Pada Tgl 1 September 2021 Pukul 16:10 

https://gajimu.com/tips-karir/kondisi-kerja-dan-kehidupan-di-tengah-pandemi-covid-19-indonesia/faq-ketenagakerjaan-dan-covid-19/faq-bekerja-di-tengah-pandemi-covid-19
https://gajimu.com/tips-karir/kondisi-kerja-dan-kehidupan-di-tengah-pandemi-covid-19-indonesia/faq-ketenagakerjaan-dan-covid-19/faq-bekerja-di-tengah-pandemi-covid-19
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lija>rah adalahl merupakan suatul akad yangl tetap, sehinggal salah lsatu lpihak 

tidakl dapat lmen-fasakhl (membatalkan) tanpa l persetujuan daril pihak llain, 

sebagaimanal proses terjadinyal akad yangl terbentuk karenal adanyal kesepakatanl 

kedua lbelah lpihak.  

Hall ini jelasl bahwa dalaml proses terjalinnyal ataupun ldalam lproses 

terputusnyal suatu lakad, tidak bolehl salah satul pihak ldalam lkeadaan 

lterpaksa.31Transaksi lija>rah mempunyail kekuatan hukuml yang lmengikat. 

Olehl karena litu, masing-masingl muta’aqidainl (dua pihakl yang lmelakukan 

ltransaksi) tidak bolehl membatalkan transaksil sepihak kecualil ada lhal-hal lyang 

merusakl transaksi yangl telah lmengikat, seperti ladanya laib, hilangnya lmanfaat 

ldan llain-lain.32Pendapat inil berdasarkan firmanl Allah lSWT: (Suratl Al-lma’idah 

: l1)   ِ  

ِ ۚ ِ عقُىُِد   ۚ ٱنِ  ِۚ ِْۚ ب  وفىُا   ۚ   ِۚ ِْۚ أ  ىا   ۚ ٰۚ  ۚ منُِ   ۚ رِ   ِۚ ه   ۚ ءا   ۚ   ِۚ  ۚ ها   ۚ ُِۚ ٱنِ   ۚ   ِۚ   ِۚ  أ 

 ِۚ ٰۚ  ۚ   ِۚ  ۚ  

 Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu”.33 

 
31 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 

61 

32 Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, 

Terj.,(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009). , hal.319 

33 Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia 

dalam pergaulan sesamanya. 
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Kandunganl dalaml lal Qur’anl dil atasl adalah anjuranl untukl lmemenuhi 

lsegala-akad-akadl yangl telahl disepakai olehl kedual belahl pihakl lyaitu lantara 

lpekerja/ buruhl ldan lpengusaha/majikan.  

Adanyal sisteml lija>rah dalaml Islaml merupakanl sebuahl lpandangan 

ldasar, bahwa Islaml menganggap aktifitasl ekonomi sebagail suatu yangl urgenl 

danl secara konseptuall dijelaskan dalaml khazanah fiqihl adalah lkonsep 

perburuhanl yang merupakanl salah satul bagian daril hamparan lkhazanah lkajian 

Islaml baik yangl tercantum dalaml literatur lkitab-kitab ataul buku-bukul fiqihl 

kontemporeel khususnya padal bagian pembahasanl masalah muamalahl padal babl 

perjanjian kerjal (al- lija>rah). Perjanjianl kerja tersebutl sebagai ldasar dalaml 

melaksanakan suatul hubungan kerjal yang baikl dan lprofesional. 

Dasarl hukum hubunganl antara lpengusaha/majikan danl pekerja/buruhl 

dalaml akad lija>rah adalahl tercantum ldalam lAl -Qur’anl Qs. lAn-Nahl: 

l90 danl Hadis. 

ء  ِۚ ح فِ    ۚ  ِ
شا ٰ   ۚ  ِ  ۚ عِ ى   ۚ ه  ِۚ ه ٱنِ   ۚ نِ  ى   ۚ و   ۚ سبِ    ۚ ِ قُ  ۚ ذي  ِۚ ي ِ ٱنِ 

ت ا ٰ   ۚ ِۚ ه  ِۚ وإ   ۚ ح   ۚ  

س  ۚ لِِ   ۚ  ۚ د   ۚ ل  ِۚ وٱ   ۚ ِ عِ    ۚ ٱنِ  ِۚ مُس  ُۚ ِ ب   ۚ نِ   ۚ  ۚ للِ  ٱ   ۚ  ۚ  ۚ  ۚ أ   ۚ  ۚ  ِِۚ م ۞إ  ك  ُۚ  ت رِ  

كسُو  ۚ  ۚ نِ   ۚ   ِۚ  ۚ ِۚ  ه   ۚ عِ  ِۚ ظ  ُۚ م  ك  ُۚ ِۚ  ن عِ   ِۚ  ِِ
غ   ۚ ِ بِ    ۚ منِ  ُۚ كِس   ۚ وٱنِ   ۚ  ِ  ۚ وٱنِ   ۚ   

Artinya:“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu Berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum keraabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
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pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-

Nahl: 90)34 

Ayatl dil atasl menerangkan bahwal paral pemberil kerjal (majikan) 

diperintahkanl untukl berbuatl adil, berlakul lbaik, danl dermawanl lkepada lpara 

lpekerja/buruhnya. Selainl litu, lPengusaha/ majikanl lberkewajiban luntuk 

mensejahterakanl paral lpekerja/buruhnya termasukl dalaml pemberianl upahl lyang 

llayak. Pemberil lkerja/majikan dilarangl untukl berbuatl kejil danl melakukanl 

lkedholiman. Dalaml lHadis Ibnu lMa>jahl  

 قبم أجسه جٍس أعطىااأل ىلص هللِ هيلع ملسو هللِ زسىل قال : قال عمس به هللِ عبد عه

جفِ انِ  ۚ   )ماجو ابه زواه( عسقْو 

Artinya: “ Dari Abudllah bin Umar, ia berkata: “ Telah bersabda 

Rasulullah SAW, “ berikanlah olehmu upah atau jasa kepada orang 

yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering”.(HR.Abnu 

Majah)16. 

Hubunganl antaral buruhl dan majikanl adalahl hubunganl kerjal lyang diikatl 

olehl sebuahl perjanjianl (akad) sebagail dasarl lhukum. Perjanjianl lkerja yangl telahl 

disepakatil merupakan normal hukuml yangl berisi hakl ldan lkewajiban yangl 

mengikat kepadal para pihakl yang melakukanl akad dalaml hal inil adalahl majikanl 

dan lburuh.. 

 
34 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Surakarta: Ziyad, 2014), 517 
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Olehl karena itul kalau terjadil persengketaan antaral keduanya, lmaka 

landasanl yang digunakanl untuk menuntutnyal adalah aktal perjanjian ltersebut. 

Dalaml persengketaan yangl menyebabkan pemutusanl hubungan kerjal pada lsaat 

ditengah masal kontrak makal perlu diperhitungkanl secara ladil lupahnya. 

Sebagaimanal dalam kaidahl fiqihl 

  شسوطهم عند انمسهىنِ 

Artinya: Orang muslim harus menunaikan janji/syarat yang telah 

disepakatinya”. 

D. Tinjauan Tentang Covid 19 

Penyakitl Virus Coronal (COVID-19) merupakanl penyakit linfeksi 

disebabkanl oleh Severel Acute Respiratoryl Syndrome Coronal virus-2l (SARS-

lCoV-2) yangl kasus pertamanyal dimulai padal Desember 2019l di lWuhan, 

provinsil Hubei.Padal tanggal 12l Maret 2020l WHO telahl mengumumkanl bahwal 

COVID-19l sebagai lkasus lpandemi. 35 

Kasusl COVID-19l pertama kalil dilaporkan dil Indonesia padal tanggal l2 

Maretl 2020 denganl jumlah dual kasus yangl kemudian terusl berkembangl hinggal 

data 17l Maret 2020l menunjukkan kasusl terkonfirmasi lberjumlah l172,32 

berkaitanl dengan pelindunganl pekerja/buruhl serta lkelangsungan lusaha Menteril 

Ketenagakerjaan mengeluarkanl Surat Edaranl Menteril Ketenagakerjaanl 

Republik Indonesial Nomor lM/3/HK.04/III/2020l tentangl Pelindunganl 

 
35 https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/38624/23431 Diakses Pada Tgl 

1 September 2021 Pukul 20:20 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/38624/23431
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Pekerja/buruhl dan Kelangsunganl Usaha lDalam lRangka Pencegahanl dan 

lPenanggulan lCOVID-19, dalaml Surat lEdaran ltersebut terdapatl 2l (dua) poinl 

yaitu mengupayakanl pencegahan, lpenyebaran ldan penangananl kasus terkaitl 

COVID-19l di lingkunganl kerjal dan lmelaksanakan pelindunganl pengupahan 

bagil pekerja/buruhl terkait lpandemi lCOVID-19. 

E. Tinjauan Umum Force Majeur 

Forcel majeure ataul yang seringl diterjemahkan sebagai l “keadaanl 

lmemaksa” merupakan keadaanl dimana seorangl debitur terhalangl untukl 

melaksanakanl prestasinya karenal keadaan ataul peristiwa yangl tidak lterduga 

padal saat dibuatnyal kontrak, keadaanl atau peristiwal tersebut tidakl dapatl 

dipertanggungjawabkanl kepada ldebitur, sementara sil debitur tersebutl tidakl 

dalaml keadaan beriktikadl buruk. Adapunl macam-macaml keadaan lmemaksa, 

lyaitu: keadaan memaksa l yang absolutl (absolut lonmogelijkheid) dan lkeadaan 

memaksa yang relatif (relatieve onmogelijkheid). Apabila l dicermatil pengaturanl 

mengenai forcel majeure dil Indonesia terdapatl dalam ldalam KUHPerdatal tidak 

terdapatl Pasal yangl mengatur forcel majeure secaral umuml untukl suatu kontrakl 

bilateral, sehinggal tidak terdapatl patokan yuridisl secaral umuml yang dapatl 

digunakan dalaml mengartikan apal yang dimaksudl denganl lforce lmajeure.36  

Ketentuanl dalam KUHPerdatal mengenai ketentuanl umum lforce 

majeurel terdapat padal Pasal 1244l dan 1245l KUHPerdata, Padal dasarnyal 

 
36 Annisa Dian Arini, “Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak 

Bisnis”, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 9, Nomor 1 Juni 2020, h. 48 
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ketentuanl tersebut hanyal mengatur masalahl force majeurel dalam lhubungan 

denganl pergantian biayal rugi danl bunga lsaja. Force majeurel dalam lhukum 

perdatal diatur dalaml buku lIII B.Wl dalam Pasall 1244 danl 1245 lKUHPerdata. 

Pasall 1244 lKUHPerdata: “Jikal ada alasanl untuk litu, si berutangl harusl 

dihukuml mengganti lbiaya, rugi, danl bunga apabilal ia takl dapat lmembuktikan, 

bahwal hal tidakl atau tidakl pada waktul yang tepatl dilaksanakannya lperikatan 

litu, disebabkan suatul hal yangl tak lterduga, pun takl dapatl 

dipertanggungjawabkanl padanya, kesemuanyal itu punl jika itikadl burukl 

tidaklahl ada lpada lpihaknya.”  

Pasall 1245 lKUHPerdata: “Tidaklahl biaya rugil dan lbunga, lharus 

ldigantinya, apabila lantaran l keadaan memaksal atau lantaranl suatu lkejadian ltak 

disengajal sil berutang berhalanganl memberikan ataul berbuat lsesuatu lyang 

ldiwajibkan, atau lantaranl hal-hall yang samal telah melakukanl perbuatan lyang 

lterlarang.” 

Daril Keputusan Presidenl Nomor 12l Tahun 2020l tentang lPenetapan 

Bencanal Non-Alaml Penyebaran Coronal Virus Diseasel 2019l (Covid-19) 

Sebagail Bencana Nasionall di latas, Covid-19l dapat dinyatakanl sebagai lforce 

lmajeure. lNamun dengan adanyal Keputusan Presidenl Nomor 12l Tahun l2020 

tentangl Penetapan Bencanal Non-Alaml Penyebaran Coronal Virus lDisease l2019 

(Covid-19) Sebagail Bencana lNasional, tidakl serta debitorl dapatl menundal atau 

lmembatalkan lperjanjian.
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BAB III 

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 

 

A. Pandemi Covid-19 Dijadikan Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja 

Serta Profil PT.Global Sky Aviasi,Kendari Sulawesi Tenggara 

Perusahaan ini berdiri pada tahun 2007 yang mana bergerak dalam jasa 

pelayanan pengangkutan penumpang pesawat udara komersial maka PT Global 

Aviation berusaha sebaik-baiknya dalam rangka memenuhi standar pelayanan 

jasa angkutan penumpang pesawat udara. Hal ini mencakup proses pelayanan 

penumpang di bandara airport seperti halnya proses check-in penerbitan 

boarding pass pelayanan bagasi penumpang melakukan proses boarding dan 

pembuatan dokumen penerbangan yang berhubungan dengan flight tersebut. 

Keseluruhan proses di atas menjadi fokus pelayanan utama dari perusahaan ini 

dalam meningkatkan jasa pelayanan penumpang pesawat udara. Diharapkan 

dengan terciptanya kondisi ini sekaligus mampu memberikan dampak positif 

terhadap kemampuan dan kapabilitas perusahaan ini dalam mengemban tugas 

yang telah diamanahkan oleh maskapai penerbangan dalam hal melayani 

penumpang dari maskapai tersebut. Di sisi lain terdapat hal-hal yang diluar 

kewenangan perusahaan ini dalam proses terciptanya produktivitas dari 

perusahaan yang mana hal tersebut merupakan komponen lain dari suatu sistem 

jasa penerbangan secara keseluruhan komponen tersebut adalah produk yang 

dihasilkan oleh maskapai penerbangan yang erat kaitannya dengan perusahaan 

ini. 
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Adapun produk dari maskapai penerbangan : 

➢ Ketersediaan pesawat pengangkut 

➢ Penumpang pesawat 

➢ Cargo/barang yg akan diangkat 

Secara visual gambaran hubungan keterkaitan : 

                                                    Maskapai 

 

   Air Craft(Pesawat)          Penumpang 

 

Jasa Pelayanan/Pengangkutan 

Penumpang yang akan diproses oleh jasa pelayanan penumpang 

meliputi: 

➢ Proses Check-in 

➢ Penerbitan boarding pass 

➢ Penempatan Gateway dan proses boarding /naik pesawat 

Yang mana jasa pelayanan penumpang juga melakukan kondisi dengan 

staff maskapai dalam hal kesiapan crew pesawat,pilot,pramugari dan teknisi 

pesawat. Serta pembuatan dokumen penerbangan seusai dengan jadwal dan rute 

tujuan pesawat. 

Dari data diatas kita sudah dapat melihat bagaimana Sumber penghasilan 

dari perusahaan jasa ini. Jadi perusahaan ini mendapatkan hasil dari seberapa 

banyak atau seberapa besar dia mampu melayani penumpang yang 
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diamanahkan oleh maskapai penerbangan sebagai penyedia produk 

penerbangan. Hal ini tertuang dalam bentuk kontrak kerjasama antara maskapai 

dan jasa pelayanan penumpang udara di mana maskapai akan memberikan 

biaya pelayanan jumlah frekuensi penerbangan (dalam setiap harinya dalam hal 

ini termasuk biaya pelayanan penumpang yang di atas /nginap/ atau transit) 

 

B. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja PT.Global Sky Aviasi Kendari 

Sulawesi Tenggara Berdasarkan UU No.13 Tahun 2013 jo UU No.11 

Tahun 2020 

PT Global Sky Aviasi adalah sebuah perusahaan  yang bergerak dibidang 

jasa ground handling atau biasa dikenal dengan jasa pelayanan pengangkutan 

penumpang pesawat udara komersial. Denganl meluasnyal penyebaranl 

pandemic lCovid -19 dil Indonesia berdampakl pada kinerjal serta produktivitasl 

dan keuanganl pada PTl Global Sky Aviasi.Apalagi dengan adanya l pembatasan 

aktivitasl serta himbauanl untuk bekerjal dari lrumah(Workl lfrom lhome) yang 

menimbulkanl suatu masalahl baru bagil perusahaan ini mengingat l semua jenisl 

pekerjaanl tidak dapatl dikerjakan ldirumah loleh lpekerja. 

Sejakl masuknya Covid -19 ke Indonesia sampai sekarang ini PT Global 

Sky Aviasi mengalamil penurunanl drastis hinggal 70% (tujuhl puluh lpersen) 

dibandingkanl denganl dengan produksil penjualan tahunl sebelumnyal diperiode 

yangl sama, Hall inilah yang menyebabkanl perusahaan ini lmengalami kesulitanl 

keuangan yangl kemudian mendorongl PTl Global Sky Aviasi  luntuk 

mengeluarkanl beberapa kebijakanl yang lmerugikan lpekerja/buruh.Sebagai 

contoh kasusnya: 
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    Flight(200 pax)        pernerbangan PP 1Jt x 10 Penerbangan =10Jt 

 

Dari gambaran diatas kita bisa mengetahui bagaimana Covid-19 ini 

menjadi pengaruh besar terhadap kinerja perusahaan.Hal iini bisa dijelaskan 

bahwa pada masa pandemi/pax yg akan melakukan perjalanan dari satu daerah 

ke daerah lainnya frekuensinya sangat menurun dengan berkurangnya jumlah 

pesawat yang dioperasikan maka berimbas pula pada tingkat pendapatan 

perusahaan serta kinerja dari perusahaan ini, 

Maka dari itu untuk menyelamatkan perusahaan dari k  ebangkrutan 

maka rasionalisasi harus dilakukan dengan cara mengurangi jumlah karyawan 

yang ada tanpa mempengaruhi operasional perusahaan. Karena selama masa 

pandemi ini perusahaan merumahkan kurang lebih sekitar 45% karyawan 

diperusahaan ini, dengan mengikuti Surat Edaran(SE) Menaker Nomor 

M/3HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan 

usaha dalam rangka pencegahaan dan penanggulangan Covid-19 yang 

ditujukan kepada para Gubernur diseluruh Indonesia. Dan juga Menaker Ida 

Fauziyah meminta perusahaan melakukan berbagai langkah alternatif  untuk 

menghindari PHK akibat Covid-19.  

Dengan melakukan Langkah alternatif untuk mengindari PHK,dengan 

itu perusahaan merumahkan serta mencutikan karyawan tanpa dibayar 

dikarenakan menurunnya jumlah penjualan mpada masa pandemi sehingga 
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tidak memerlukan karyawan yang banyak maka perusahaan merumahkan 

kurang lebih sekitar 50-55 karyawan dari 90 karyawan lebih.  

Situasi ini memang sangat tidak kondusif dari berbagai sisi baik 

perusahaan maupun karyawan, dengan diterbitkannnya Keputusanl Presidenl 

lNo.12 Thl 2020 Tentangl Penetapan Bencanal Non Alaml Penyebaran lCovid-19l 

sebagail Bencana nasionall yang selanjutnyal pada ltataran limplementasi 

ditindaklanjutil dengan kebijakanl pemerintah Pembatasanl Sosial lBerskala 

Besarl (PSBB) danl social ldistancing, yang menyebabkanl terhalangnyal 

kewajibanl debitur untukl memenuhi prestasinyal kepada lkreditur, lmaka 

diperbolehkanlahl perusahaan melakukanl pemutusan hubunganl kerja. lTetapi 

denganl syarat perusahaanl harus membayarl uang lpesangon, uang lmasa lkerja, 

danl uang penggantianl hak yangl seharusnya lditerima, yaitu lsesuai ldengan 

ketentuanl Undang-undangl Nomorl 11 Tahunl 2020 Tentangl Cipta Kerja. 

Berangkatl dari alasanl tersebut PTl Global Sky Aviasi lmelakukan lpemutusan 

hubunganl kerja berdasarkanl pasal Forcel Majeure yangl terdapat ldalam lkontrak 

kerja. Dalaml ketentuan lUndang-Undang Nomorl 11 Tahunl 2020 Pasall 154A 

layat(1d) yang lberbunyi” Perusahaanl tutup lyang ldisebabkan lkeadaan 

lmemaksa(Force lMajeure)  

Berdasarkanl ketentuan ltersebut, dapat diketahui l bahwa PHKl dapatl 

dilakukanl perusahaan jikal mengalami kerugianl atau forcel majeure. PHKl yangl 

dilakukan atasl alasan adanyal force majeurel masih lbelum ljelas lkualifikasinya, 

dikarenakan dil dalam lUndang-Undang Nomorl 11 Tahunl 2020 tidaklY 
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menjelaskan apal saja yangl dimaksud denganl force lmajeure. lForce majeurel 

secara umuml diatur dil dalam Pasall 1244 danl 1245 lKUHPerdata. 

Pasall 1244 KUHPerdatal menjelaskan lbahwa:  

“Jikal ada alasanl untuk litu, si berutangl harus dihukuml mengganti lbiaya, 

rugi, danl bunga apabilal ia takl dapat lmembuktikan, bahwa lhal ltidak ataul tidak 

padal waktu yangl tepat dilaksanakannya l perikatan litu, ldisebabkan suatul hal 

yangl tak lterduga, pun takl dapat ldipertanggungjawabkan lpadanya, kesemuanyal 

itu punl jika itikadl buruk tidaklahl ada lpada lpihaknya.”  

Kemudianl Pasal 1245l KUHPerdata lmenyebutkan:  

“Tidaklahl biaya rugil dan lbunga, harus ldigantinya, apabila llantaran 

keadaanl memaksa ataul lantaran suatul kejadian takl disengaja lsi lberutang 

berhalanganl memberikan ataul berbuat sesuatul yang ldiwajibkan, atau llantaran 

lhal-hal yangl sama telahl melakukan perbuatanl yang lterlarang.” 

Berdasarkanl ketentuan ltersebut, maka unsurl utama lyang ldapat 

menimbulkanl keadaan forcel majeure ladalah: 

1. Adanyal kejadian yangl tidak lterduga; 

2. Adanyal halangan yangl menyebabkan suatul prestasi ltidak lmungkin 

ldilaksanakan; 

3. Ketidakmampuanl tersebut tidakl disebabkan olehl kesalahan ldebitur; 

4. Ketidakmampuanl tersebut tidakl dapat dibebankanl risiko lkepada ldebitur. 

Apabila ldicermati, pengaturan mengenai l force lmajeure lyang terdapatl 

dalam lKUHPerdata tidak terdapatl Pasal yangl mengatur lforce majeurel 

secara umuml untuk suatul kontrak lbilateral, sehingga ltidak terdapatl 
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patokan yuridisl secara umuml yang dapatl digunakan ldalam mengertikanl 

apa yangl dimaksud denganl force lmajeure. 

Pengusahal dimungkinkan menggunakanl pandemi lCovid-19 lsebagai 

alasanl kahar ataul force majeurel untuk melakukanl PHK lmengingat 

pengaruhnyal yang besarl pada kegiatanl operasional lperusahaan. Terkendalanyal 

kegiatan operasionall berdampak lterhadap lpemasukan lperusahaan, akibatnyal 

perusahaan kesulitanl dalam membayarl upah lpekerja yangl merupakan 

lkewajibannya. Disamping litu,  pandemi lCovid-19 ldapat dikategorikanl 

kedalam peristiwal yang sifatnyal tidak terdugal karena ltimbul diluarl kekuasaan 

paral pihak sehinggal tidak memilikil kemampuan luntuk lmencegahnya. 

Dengan ini sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam 

menghadapi posisi seperti ini maka tindakan perusahaan berupa merumahkan 

sebagian karyawan yang mana menjadi suatu jalan yang cukup baik,dalam hal 

inipun perusahaan tak hanya sekedar melakukan tindakan merumahkan tetapi 

juga dengan pertimbangan yang rasional lainnnya yang mana PT Global Sky 

Aviasi hanya merumahkan karyawan yang memang masa kontrak kerjanya 

telah habis dan untuk memperbaharui kontraknya ditunda terlebih dahulu. 

Sehingga dalam kondisi seperti ini perusahaan pun tidak melanggar aturan yang 

ada didalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 yaitu Pasal 61A (1) yang 

berbunyi “Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib 

memberikan uang kompensasi kepada pekerja/ buruh.”  Dan Huruf Bdan C 

yang dimaksud terdapat didalam Pasal 61(1)”Perjanjian kerja berakhir apabilah: 
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a. Pekerja/buruh meninggal dunia; 

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

c. Selesainya suatu pekerjaan tertentu;  

d. Adanya putusan pengadilan danf atau putusan lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap; atau 

e. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama 

yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.  

Karena dalam posisi seperti ini perusahaan melakukan PHK bukan 

dengan sepihak tetapi melakukan kesepakatan Ini dimuat dan diatur dalam UU 

No.11 Tahun 2020 Pasal 151 (2) “Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak 

dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan 

oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.” 

Dengan ini perusahaan  merumahkan sebagian karyawan yang sudah habis 

masa kontraknya yang mana tetap mengikuti perjanjian yang dimuat dalam 

kontrak kerja.Tetapi PT Global Sky Aviasi juga tetap membayar sisa gaji 

mereka sehingga perusahaan ini tidak melanggar UU N0.11 Tahun 2020 Pasal 

156(1)”Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib 

membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang 

penggantian hak yang seharusnya diterima”. Dan jika kondisi sudah kembali 

membaik atau normal maka PT Global Sky Aviasi akan memprioritaskan 

karyawan yang telah dirumahkan untuk kembali beraktifitas seperti semula.  
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C.  Peran Pemerintah dalam melindungi pekerja yang di PHK/Dirumahkan 

yang dilakukan PT Global Sky Aviasi   

lCOVID-19 tidakl hanya menjadil ancaman bagil kesehatan lmanusia, lebihl 

dari itul pandemi yangl tengah terjadil ini jugal turut lmemberi ldampak lbagi 

lperekonomian. . Banyak perusahaan yang pada akhirnya melakukan pemutusan 

hubungan kerja (PHK), dirumahkan, bekerja sebagian dan pengurangan gaji. 

Didalam UU No.11 Tahun 2020 Pasal 46E(1)”Sumber pendanaan 

jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari: 

a. Modal awal pemerintah; 

b. Rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau 

c. Dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.”  

Kementrianl Ketenagakerjaan mengungkapkanl pada 20l April l2020 

jumlahl pekerja yangl terdampak lCOVID-19 totall sebanyak l2.084.593l pekerjal 

daril sektor formall dan informall yang berasall dari l116.370 lperusahaan, ldata 

tersebutl mencakup pekerjal yang terkenal PHK danl dirumahkan. lUntuk menjagal 

perekonomian, pemerintahl meluncurkan beberapa l stimulus lekonomi gunal 

mengurangi dampakl COVID-19l bagi pekerjal dan lperusahaan. 

 Stimulusl ekonomi yangl dikeluarkan berupal stimulus lfiskal, lstimulus 

finansiall dan lstimulus lmoneter. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah 6 langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah yang  

1. Pertama stimulusl ekonomi bagil para pelakul usahal bagi lyang lmenunda 

lPHK, 
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2. Kedua programl yang meringankanl untukl 56 jutal pekerja lsektor formall 

berupa insentifl pajak danl ada relaksasil pembayaran liuran lBPJS 

lKetenagakerjaan dalam proses finalisasi Peraturan Pemerintah, 

3. Ketiga memberikan jaring pengaman sosial pekerja informal, 

4. Keempat  Untukl korban PHKl dan karyawanl yang ldirumahkan denganl 

atau tanpal gaji, akanl diprioritaskan lpemerintah luntuk menerimal 

pelayanan programl kartu lprakerja. Dengan lprogram lkartu prakerjal 

selain mendapatkanl pelatihan vokasil ada jugal insentif lyang didapatkanl 

oleh merekal yang mengalamil PHK danl dirumahkan. lIda Fauziyahl 

menambahkan, insentifl yang diberikanl lebih besarl daripadal lbiaya 

lpelatihan.  

5. Kelima insentifl bagi yangl berpenghasilan dil bawah 5l juta lrupiah. 

Selainl itu pemerintahl juga memperbanyakl program padatl karya, lagar 

merekal yang kehilanganl pekerjaan karenal pandemi dapatl kembalil 

lmendapatkan lpekerjaan. Ini jugal sudah diatur dan dimuat didalam 

Undang-undang No.11 Tahun 2020 Pasall 83l  menyebutkan “Beberapal 

ketentuan dalaml Undang-Undangl Nomor 24l Tahunl 2oll tentangl Badan 

Penyelenggaral Jaminan Sosiall (Lembaran lNegara Republikl Indonesia 

Tahunl 2OIl lNomor 116, Tambahanl Lembaranl Negaral Republik 

Indonesial Nomor l5256) diubah lsebagai lberikut: 1 Ketentuanl Pasal 6l 

diubah sehinggal berbunyi lsebagai lberikut: 

1) BPJSl Kesehatan sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal 5l ayatl (21 

hurufl a menyelenggarakanl program ljaminan lkesehatan. 
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2) BPJSl Ketenagakerjaan sebagaimana l dimaksud dalaml Pasal l5 ayatl 

(2) hurufl b lmenyelenggarakan lprogram: 

a. Jaminanl kecelakaan lkerja 

b. Jaminanl hari ltua 

c. lJaminan lpensiun; 

d. Jaminanl kematian; ldan 

e. Jaminanl kehilangan lpekerjaan. 

Ketentuanl Pasal 9l diubah sehinggal berbunyi lsebagai lberikut: 

1) BPJSl Kesehatan sebagaimana l dimaksud dalaml Pasal 5l ayatl (21 lhuruf 

al berfungsi menyelenggarakanl program ljaminan lkesehatan. 

2) BPJSl Ketenagakerjaan sebagaimana l dimaksud dalaml Pasal 5l ayatl (2) 

hurufl b berfungsil menyelenggarakan programl jaminan lkecelakaan 

lkerja, program jaminanl kematian, programl jaminan lpensiun, lprogram 

jaminanl hari ltua, dan programl jaminan lkehilangan lpekerjaan. 

3) Ketentuanl Pasal 42l diubah sehinggal berbunyi lsebagai lberikut:  

Pasal 42 

1) Modall awal sebagaimanal dimaksud dalaml Pasall 4I ayatl (1) hurufl al 

untukl BPJS Kesehatanl dan BPJSl Ketenagakerjaan lditetapkan lmasing-

masing palingl banyak lRp2.000.000.000.000,00l (dua ltriliun lrupiah) 

yang bersumberl dari Anggaranl Pendapatanl dan lBelanja lNegara. 

2) Modall awal sebagaimanal dimaksud dalaml Pasall 4l ayatl (1) lhuruf la 

untukl program jaminanl kehilangan pekerjaanl ditetapkan lpaling lsedikit 
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lRp6.000.000.000.000,00l (enaml triliun lrupiah) yangl bersumberl dari 

Anggaranl Pendapatan danl Belanja lNegara. 

Seperti halnya bantuan yang didapatkan oleh karyawan PT Global Sky 

Aviasi yang terkena pemutusan hubungan kerja(PHK) yaitu bantuan BPJS 

Ketenagakerjaan seperti yang dikatakan Menteri Ketenagakerjaan ,Tetapi 

menurut salah satu staff PT Global Sky Aviasi mengatakan bahwa Bantuan dari 

pemerintah terkait BPJS Ketenagakerjaan dapat dicairkan tergantung skala 

level tertinggi Covid-19 ini,Kendari saat itu menduduki level 2 covid -19 

ini,sehinggga karyawan-karyawan yang berada didaerah level 2 tidak 

medapatkan bantuan sedangkan karyawan-karywan yang berada didaerah level 

tertinggi mendapatkan bantuan BPJS ketenagakerjaan dari pemerintah.
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Di PT. 

Global Sky Aviasi  

PT Global Sky Aviation adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

jasa pelayanan pengangkutan penumpang pesawat udara komersial yang 

mana sejak adanya pandemic Covid-19 ini mengalami penurunan 

penjualan hingga 70% dibandingkan dengan produksi penjualan tahun 

sebelumnya, Hal ini menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan yang mana berpengaruh pada kinerja perusahaan untuk 

menyelamatkan perusahaaan dari kebangkrutan maka PT Global Sky 

Aviasi melakukan Rasionalisai dengan mengurangi jumlah karyawan 

yang ada tanpa mempengaruhi operasional perusahaan. Sejak adanya 

pandemic Covid-19 ini PT Global Sky Aviasi melakukan rasionalisasi 

dengan mengurangi jumlah karyawan sekitar 45% (sekitar 55 orang dari 

total karyawan yang berjumlah kurang lebih 90 orang dengan cara 

melakukan pemutusan hubungan kerja/dirumahkan. 

2. Pemutusan Hubungan Kerja PT.Global Sky Aviasi lBerdasarkan lUU 

lNo.13l Tahun2013 jol UU lNo.11 tahunl 2020 

Untukl menghindari terjadinya pelanggaran Undang-Undang No.11 Th 

2020 tentang Cipta Kerja 61A (1) yang berbunyi “Dalam hal perjanjian 

kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 
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ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang 

kompensasi kepada pekerja/ buruh.” Dengan inilah PT Global Sky 

Aviasi merumahkan  karyawan yang masa kontraknya sudah habis dan 

belum diperbaharui dan untuk sementara perpanjangan kontraknya 

ditunda terlebih dahulu. Sebelum PT Global Sky Aviasi melakukan 

pemutusan hubungan kerja /merumahkan Sebagian karyawan 

perusahaan ini juga melakukan kesepakatan dengan karyawan yang 

dirumahkan sesuai dengan yang diatur didalam UU No.11 Tahun 2020 

Pasal 151 (2) “Dalaml hal pemutusanl hubungan kerjal tidak ldapat 

ldihindari, maksud danl alasan pemutusanl hubungan lkerja diberitahukanl 

oleh pengusahal kepada lpekerja/buruh ldan/atau lserikat lpekerja/serikat 

lburuh.” Dan jika kondisi sudah Kembali membaik atau normal maka 

perusahaan akan tetap memprioritaskan karyawan yang telah 

dirumahkan untuk Kembali beraktifitas seperti semula. 

3. Peran Pemerintah Dalam Melindungi Karyawan Yang DiPHK Di PT 

Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara 

Bantuan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan pemerintah terhadap 

karyawan yang di PHK dan 6 langkah mitigasi lagi dari Menteri 

Ketenagakerjaan ini juga diatur didalam UU No.11 Tahun 2020 Pasal 

46E(1) ”Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan”. 

Menurut salah satu staff PT Global Sky Aviasi bantuan BPJS 

Ketenagakerjaan dapat dicairkan tergantung skala level Covid-19 
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sedangkan level 2 seperti dikendari ini tidak mendapatkan bantuan 

ketenagakerjaan. 

B. Saran 

1. Bagi PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara 

a.  Untuk PT Global Sky Aviasi Dengan adanya Covid-19 ini perusahan 

banyak yang melakukan rasionalisasi dengan cara pemutusan 

hubungan kerja yang mana hal yang paling tidak diinginkan baik itu 

dari perusahaan maupun karyawan tetapi PT Global Sky Aviasi 

mengambil jalan terakhir dengan melakukan PHK/Merumahkan 

tetapi hanya karyawan yang sudah habis masa kontraknya dan 

menunda pembaharuan kontrak, Dan juga telah melakukan 

kesepakatan dengan karyawan yg sesuai denga pasal 151(2) UU 

No,11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 

b. Pada PT Global Sky Aviasi, dengan adanya bantuan dari pemerintah 

untuk karyawan yang telah di PHK sesuai dengan yang dikatakan oleh 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bahwa seharusnya perusahaan 

membuat dan menerapkan prosedur yang harus dilakukan terutama 

dengan adanya BPJS ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja ini kepada 

karyawan-karyawan yang telah diPHK. 

2. Bagi Pemerintah  

a. Dengan dikeluarkannya bantuan untuk karyawan yang diPHK 

sebaiknya Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat dalam 

pelaksanaan program kartu prakerja agar setiap dana yang dikeluarkan 



58 

 

melalui program ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk 

kepentingan masyarakat yang disyaratkan. Dan dengan adanya 

bantuan BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah perlu mengkaji kembali 

agar karyawan yang diPHK dapat diusahakan agar mendapatkan 

bantuan tanpa harus menyesuaikan dengan skala level Covid-19.  

3. Bagi Karyawan 

a. Dengan adanya bantuan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk 

karyawan yang terkena PHK maka ada baiknya,semua karyawan 

dapat mendaftar kartu prakerja ini tanpa harus menunggu arahan dari 

perusahaan.
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